
 

 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
NOMOR 4 TAHUN 2016 

 
TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang :  a. bahwa untuk menjamin tertib penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan, khususnya dalam pembinaan administrasi 
dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan penataan 
organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar;  

b. bahwa organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 
belum cukup menjamin terwujudnya tertib administrasi dan 

akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
utamanya administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Aset 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar; 

Mengingat :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ; 

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 

Nomor 2); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

dan 
BUPATI POLEWALI MANDAR 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 
TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KABUPATEN POLEWALI MANDAR. 
 

 

 

 

 

 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 (dua) diubah, dan disisipkan 1 

(satu) angka diantara angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), dan 
angka 4 (empat) dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar. 

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 

3.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 
DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar. 

4. Dihapus. 

5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar yang selanjutnya disebut BPBD adalah 

perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka 

melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan 

penanggulangan Bencana di Kabupaten Polewali Mandar. 

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor. 

9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang 

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit. 

10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan 

oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok 

atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 

11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana,  tanggap darurat, dan Rehabilitasi. 



 

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c 
diubah dan ditambahkan ayat (5) sehingga Pasal 18 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

 

(1) Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub. Bagian, yaitu: 

a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

b. Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi; dan 

c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.  

(2) Bidang sebanyak 3 (tiga) bidang, yaitu: 

a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan 

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

(3) Masing-masing bidang terdiri atas seksi-seksi, yaitu: 

a. Bidang Pencegaan dan Kesiapsiagaan; 

1. Seksi Pencegahan; dan 

2. Seksi Kesiapsiagaan. 

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik: 

1. Seksi Kedaruratan; dan  

2. Seksi Logistik. 

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

1. Seksi Rehabilitasi; dan 

2. Seksi Rekonstruksi. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional. 

(5) UPTD Pemadam Kebakaran. 

 

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21A 

(1) UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemadam Kebakaran 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; 
b. penyusunan program kerja serta bimbingan tehnik 

personil; 
c. pelaksanaan pelatihan pemadam kebakaran; 

d. pengawasan armada/personil yang stanby pada pos yang 
disiapkan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsi. 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

Ditetapkan di Polewali  

pada tanggal, 11 Februari 2016 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

 

   ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

Diundangkan di Polewali  

pada tanggal, 12 Februari 2016  

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  

 

 

ISMAIL AM 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 4 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,            
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 7 / TAHUN 2016) 

 

 

 



Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Nomor : 4 Tahun 2016

Tanggal : 11 Februari 2016

Kesiapsiagaan

Rehabilitasi
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Unsur Pelaksana
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Sub Bagian 
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dan Pelaporan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA BADAN

Unsur Pengarah

 - Instansi

 - Profesional/ Ahli

UPTD

Pemadam Kebakaran

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR


